BUPATI BANDUNG BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DANA PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN

Menimbang :

Mengingat

—

DI LINGKUNGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG BARAT,

bahwa pengelolaan Dana Program Jaminan Kesehatan
Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Kabupaten Bandung
Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bandung Barat
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Program
Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di
Lingkungan Kabupaten Bandung Barat;

bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan Masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian substansi
Pengelolaan Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan
Jaminan Persalinan yang diatur dalam Peraturan Bupati
Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2012;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat
Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dana Program
Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan Di
Lingkungan Kabupaten Bandung Barat;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4431);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3637);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464 /Menkes/Per/X/2010
tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 210/Menkes/Per/I1/2011
tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 562 /Menkes/Per/XII/2011
tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59/Menkes/Per/XII/2012
tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008
Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun
2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun
2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung
Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012
Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 8 TAHUN
2012 TENTANG PENGELOLAAN DANA PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN DI
LINGKUNGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan
Persalinan di Lingkungan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 8 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB III Bagian Kedua Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga
Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:



Bagian Kedua

Fasilitas Kesehatan Pemerintah Daerah dan Puskesmas

Pasal 9

(1) Kepala Fasilitas Kesehatan Pemerintah Daerah dan Puskesmas membuat
POA tahunan dan bulanan sebagai dasar penyaluran dana.

(2) Pencairan dan pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang telah
dikeluarkan didasarkan pada:

a. POA dan klaim dari Fasilitas Kesehatan Pemerintah Daerah dan
Puskesmas;

b. Klaim dari fasilitas kesehatan/tenaga kesehatan swasta.

Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Pemanfaatan dana Jamkesmas di Fasilitas Kesehatan Pemerintah Daerah,
Puskesmas dan jaringannya dapat digunakan untuk membayar:

a. pelayanan rawat jalan tingkat primer;
b. pelayanan rawat inap;

c. pertolongan persalinan;

d. pelayanan spesialistik; dan

e. transport rujukan.

(2) Dana Jamkesmas dari Fasilitas Kesehatan Pemerintah Daerah,
Puskesmas dan jaringannya tidak dapat dimanfaatkan untuk operasional
pelayanan kesehatan di luar gedung karena telah didanai oleh BOK.

Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 11

(1) Biaya tarif pelayanan kesehatan dasar di Fasilitas Kesehatan Pemerintah
Daerah dan Puskesmas mengacu Peraturan Daerah yang berkaitan
dengan retribusi pelayanan kesehatan.

(2) Biaya tarif pelayanan pertolongan persalinan ditetapkan berdasarkan
paket tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah, sebagaimana tercantum
dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 12
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Pengelolaan dana yang telah menjadi pendapatan fasilitas kesehatan
pemerintah daerah, baik fasilitas kesehatan tingkat pertama/dasar
maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan/rujukan, dilaksanakan
sesuai status fasilitas kesehatan tersebut baik BLUD atau non BLUD
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan
keuangan daerah.



(2) Pendapatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang
bersumber dari pelayanan kesehatan dasar, dialokasikan sebesar 50%
untuk jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas yang bersangkutan dan
sisanya 50% di setor ke kas Daerah.

(3) Dihapus.

(4) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari
pelayanan pertolongan persalinan, dialokasikan sebesar 75% (tujuh puluh
lima per seratus) untuk jasa tenaga kesehatan penolong persalinan dan
25% (dua puluh lima perseratus) disetor ke rekening kas daerah untuk
operasional Puskesmas lainnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 1 Juli 2013
BUPATI BANDUNG BARAT,
ttd.
ABUBAKAR
Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 1 Juli 2013
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,
ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR 23 SERI E



